SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi

pertanggungjawaban keuangan dalam pengelolaan dana
hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan
Bendahara Pengeluaran Pembantu;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Karanganyar tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Karanganyar Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikotak Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam
Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 812);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
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Menetapkan

KESATU
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dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025.

Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun
2024 Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Nama : TANTI, S.I.Kom.

NIP ;19840814 200902 2 010

Jabatan : Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten
Karanganyar
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KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. membantu Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan pembayaran;

2. mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi
dengan cermat dan akurat;

3. mencatat penerimaan dana, pengeluaran, serta
pelaporan keuangan secara teratur;

4. mengelola rekening penyaluran dana Hibah Pilkada;
menyiapkan laporan keuangan secara berkala;
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
pengelolaan Dana Hibah;

7. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KETIGA :  Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
Diktum  KESATU dalam  melaksanakan  tugasnya
bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT :  Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Karanganyar Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala-Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
P/grffiS'ipd idan Hubungan Masyarakat

Eko Handoko
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